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ABSTRAK

Pada ssat im kebutuhan masvarakat selalu memngkat, sementam
kemampuan untuk mencapar sesuaty yang diinginkan terbatas. Dalam hal i
diperlukan hantuan dari Bank dalam bentuk permodalan vany disebul Kredi
Kalau kita lihal terus perkembangan Bank dalam melakukan pelayanan terhadap
keinginen masvarakat terulama mereka vang cukup stbuk dalam urysan [yesnis
atau urusan pribadi yang menggunakan uang dalam jumlab cukup besar dimana
uang tersebut harus pula mereka bawa dalam melakukan kegiatan hisnis ataw hal
lain maka kalau kita lihat ini tentu kurang haik apalag jika dilthat dan keamanan
hagi si pembawa vang, Dari bal tersebut diatas mbullab ide dan pihak perbankan
unfuk mengeluarkan semacam alat pembayaran Vang aman ying disebur kartu
kredit. Cleh karena penulis imgin mengetahui lebih mendalam tentung pelaksanaan
nerjanjian penerbitan kartu kredit maka penulis mengangkat masalah Pelaksansan
Perjanjian Penerbitan Cmand Card pada PT. BNI {persero) Thk cabang [mam
Bormol Padang.

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penehinan 1m
adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian penerbitan wrand card pada BN] cabang
Imam Bonjol Padang, bapsimana hak dan kewajiban para pihak, bagaimana
manfaat dan permasalahan yang timbul dalam penggunaan Ungrd Card seria
penyelesmannya

Untuk menjawab pertanyasn di atas maka dilakukan penchuan dengan
metode penelitian secara vuridis sostologis. Penulis menggunakan prosedur
pengumpulan data melalui penelinan kepustakaan untuk mendapatkan data
sekunder dan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer dengan
menggunakan instrumen wawancara dan studh kepustakaan dengan mempelajar
literatur-literatur yang berkaitan denpan permasalahan vang ditelin,

Rerdasarkan penelinan vang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa
pelaksanaan perjanyian penerbitan unand card pada PT. Bank Negara Indonesia
cabang Imam Bonjol Padang mempunyai persvaratan umum dan khusus, dimana
nasabah terlebih dabulu mengisi formulir aplikasi dan menandatanganinya serta
melengkapi dokumen vang diminta. Sedangkan pemegang [nand Card berhak
mengeunakan [fund Card sehagai alat pembayaran dan berkewajiban membayar
tagihan ke pihak Bank. Penerbit berhak atas pembayaran dari pemegang kartu dan
berkewajiban menjamin pembayaran dengan menggunakan Lrand Card, Salah
satu manfaat Cmand Card ini adalah mendapatkan diskon kKhuses untuk seminar
dan permasalahan vang timbul penggunasn wnand cord pada dasarmys meliputi 2
aspek yaitu aspek bidang perdata mengenai sanksi ganti rugi apabila pemegang
karty menunegak pembayaran pada bank dan aspek bidang pidana yailu
timbulnya indakan pidana scperti pemalsuan, pencurian dan penipuan kartu kredit
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A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya di negara maju, scklor industel maupun sekior keuangsan
herkembang dengan pesat, dalam arh kegiatan di sektor-sektor tersebul cukup
esar dan berdampak baik bag sektor lunnya, Remajuan vang telzh dicupai boleh
dikatakan telah merata disemua lapisan masvarakat, Demikian juga dengan negara
Indonesia yang akan menuju negara mdustri dan mencapat tahap perfumbuhan
pada tingkat tertentu dimana perekonomian telah cukup maju dan stabil.

Sebagal nepara vang perkembangan perckonmmiannya senantiasa berserak
-epat dengan tantangan yang semakin kompleks Oleh sebab it diperiukan
herhagal penvesunian  kebijaksanaan ekonomi  termasuk  sekior  perbankan,
sehingga diharapkan akan dapai memperbaiki dan memperkukuh perekonomian
nasional.

Pl saar i kebutuhan masvarakal manusia vang berancka ragam selalu
meningkat, sementara kemampuan untuk mencapai sesuatu yang <hinginkan
serhatas. Terjadilah kesenjangan antara kemampuan dengan keinginan Dalam hal
ini diperlukan bantuan dalam bentuk permodalan. Bantuan dan bank dalam
hentuk tambahan moedal inilah vang sering disebut dengan kradit. Bank berusaha
menarik minal masyarakal dengan memberikan pinjaman-pinjaman atau kredit
dengan persvaratan yang ringan terutama untuk ikut serta memajukan usaba yang

dikelola masyarakat tersebut,



Pada saat ini iika dilihat terus perkembangan bank dalam melakukan
pelayvanan terhadap masvambal terotama bag mercka yane cukup sibuk dan
menpgunakan uang dalam jumlah yang cukup besar dimana wang wersebut harus
oula mereka hawa dalam melakukan kegiatan brsms rmaka kalau kita libat 101 tentu
learane baik. Apalagi jika dipandang dan seer keamanan dan ketenangan bathin
bagi si pembawa uang,

Berdasarkan hal tersebut di atas tmbullah ide-ide dari pibuk perbankan
baik dari bank pemerinlah maupun bank swasta untuk mengeluarkan semacam
alat pembayaran vang aman, vang sckarang populer dengan szbutan karty kredit
(credit card), vaitu kartu yang dapat digunakan sewakiu-waxiu atau kapan saja
diinginkan oleh st pemilik Kartu terschut vang dapat ditukarkan dengan uang
sesual denpan kebutuhanmya, asal tidak melebihi dana yany ada di bank wvang
bersangkuian

Umumnva kartu kredit tidak berlaku secara umum dimana saja dan karty
kredit ini tidsk dapat dipindah tangankan kepada siapapun agar suatu saat nanbi
tidak terjadi hal-hal vang tidak dimgmkan.

Penerbitan kartu kredit itu sendiri sehenamya merupakan satu pemberian
fasilitas kredit oleh suatu bank schagai penerbit kepada pemegang karu,
pemberian fasilitas mi tidaklah berdasarkan akie-akte secard olentik melaimkan
hanva dengan akte-akte di bawah tangan dan tidak mutlak harus ada jarminan.
Hukum vang berlaku yang mengatur masalah kartu kredit adalah hukum

kehehasan berkontrak antara para pihak berlandaskan Pasal 1338 KUHPerdata.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian diztas dapat ditank kesimpulan antara lain

Tl

Dalam pelaksapaan perjangian penerhitan Uhangd Coerd, BNIL mempunya

persvaratan-persvaratan vang harus dipenuhi eleh pemebon. Persvaratan il

melipult persyaratan umum dan persvaratan khusus. Adapun pelaksanaan

penannan penerbitan Dlnand O aed melalun beberapa tabap vana ¢

g Mengist formulic aplikas dengan lengkap dan menandatanganinya

B, Melampickan dokumen-dokemen vang diminea

¢, Farmulir aphikasi dan dokumen diserabkan ke BNI lalu pihak BNI
mengirimkan ke BNI Card Cenrer di Jakaria

d. Proses aplikasi kurang lebth 4 mimgeo

Hak dan Kewaphan vang timbul dalam penssgonsan O ©ond adalah

sipcmesane  kartu berhak  mengpunskan kartu kreditnva sebagai alat

pembayvatan dan berkewsyiban membavar tagihan karlu kredit lersebul kepada

Bank. sedanpkean penerbol karte berhak mendapatkan  pembavaran atas

transakst vang dilakukan oleh pemepang kartu dan berkewapban menjamin

pembayvaran dengan mengpunakan Karte kredit vang dilakuekan oleh pemegang

haru

Salab sawn mantazt Owged Caed adalah diskon khusus untuk semanar vang

cidakan olel P Jekoete Consilinng Growe dan sipemegang kare dapal

)
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